KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

(Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c) LNH0

(du. 6 Peb. '50)

MUKADDIMAH

Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-pulumtédmanja bersatu-padu dalam
perdjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa besdali-berniat menduduki hak-hidup sebagai
bangsa jang merdeka-berdaulat.

Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampzide tingkatan sedjarah jang berbahagia
dan luhur.

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itamlasuatu Piagam negara jang berbentuk
republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhdaag Maha-Esa, peri-kemanusiaan,
kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.

Untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan pardardan kemerdekaan dalam
masjarakat dan negara-hukum Indonesia Merdekajardaulat sempurna.

BAB |

NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Bagian 1

Bentuk Negara dan Kedaulatan.

Pasal 1

(1) Republik Indonesia Serikat jang merdeka daddgat jalah suatu negara-hukum jang
demokrasi dan berbentuk federasi.

(2) Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesik&setlilakukan oleh Pemerintah bersamasama
dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

Bagian 2

Daerah Negara.

Pasal 2

Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh dadratonesia, jaitu daerah bersama:

a. Negara Republik Indonesidengan daerah menurut status quo seperti terdalaun
persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun8194

Negara Indonesia Timur;

Negara Pasundanermasuk Distrik Federal Djakarta;

Negara Djawa Timur;

Negara Madura;

Negara Sumatera Timudengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatababuhan
Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timurtietéaku;

Negara Sumatera Selatan;

b. Satuan2 kenegaraan jang tegak sendiri;

Djawa Tengabh;

Bangka;

Belitung;

Riau;

Kalimantan BarafDaerah istimewa);

Dajak Besar;

Daerah Bandjar;

Kalimantan Tenggaraglan

Kalimantan Timur;

a.danb. jalah daerah bagian jang dengan kemerdekaan méwaantasib sendiri bersatu
dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikatgdasarkan jang ditetapkan dalam
Konstitusi ini dan lagi

c. daerah Indonesia selebihnja jang bukan daerah2#agi
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Bagian 3

Lambang dan Bahasa Negara.

Pasal 3

(1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia Seslatt pendera Sang Merah Putih.



(2) Lagu kebangsaan jalah lagu "Indonesia Raja".

(3) Pemerintah menetapkan meterai dan lambangaegar

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikdt a&hasa Indonesia.

Bagian 4

Kewarga-Negaraan dan Penduduk Negara.

Pasal 5

(1) Kewarga-negaraan Republik Indonesia Serikdaudialeh undang-undang federal.

(2) Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan atah dengan kuasa undang-undang federal.
Undang-undang federal mengatur akibat pewarga-aagdaerhadap isteri orang jang telah
diwarga negarakan dan anak2nja jang belum dewasa.

Pasal 6

Penduduk Negara jalah mereka jang diam di Indomasiaurut aturan2 jang ditetapkan dengan
undang-undang federal.

Bagian 5

Hak dan Kebebasan Dasar Manusia.

Pasal 7

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribatdatap Undang-undang.

(2) Segala orang berhak menuntut perlakuan damg@erigan jang sama oleh Undang-undang.
(3) Segala orang berhak menuntut perlindunganganup terhadap tiap pembelakangan dan
terhadap tiap2 penghasutan untuk melakukan pendredak demikian.

(4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukumsjamgguh dari hakim2 jang ditentukan
untuk itu, melawan perbuatan2 jang berlawanan dehgi2 dasar jang diperkenankan
kepadanja menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama bewmalntut perlindungan untuk diri dan
harta-bendanja.

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerakrdmak dalam perbatasan Negara.

(2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dake-@§i warga-negara atau penduduk—kembali
kesitu.

Pasal 10

Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur diperhamba. Perbudakan, perdagangan-budak
dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apagugjuannja kepada itu, terlarang.
Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun dipéaakatau dihukum setjara ganas, tidak
mengenal perikemanusiaan atau menghina.

Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditadedainnja atas perintah untuk itu oleh
kekuasaan jang sah menurut aturan2 undang-und#ang dal2 dan menurut tjara jang
diterangkan dalamnja.
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Pasal 13

(1) Setiap orang berhak, dalam persamaan jang skpgn mendapat perlakuan djudjur dalam
perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dalam redetapkan hak2 dan kewadjiban2nja
dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutamtarkjang dimadjukan terhadapnja
beralasan atau tidak.

(2) Bertentangan dengan kemauannja tiada seorangutj dapat dipisahkan dari pada hakim,
jang diberikan kepadanja oleh aturan hukum jantaker

Pasal 14

(1) Setiap orang jang dituntut karena disangka koddan sesuatu peristiwa pidana berhak
dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalgaaaiam suatu sidang pengadilan,
menurut aturan2 hukum jang berlaku, dan ia dalaiengj itu diberikan segala djaminan jang
telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.

(2) Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk kiitmy atau didjatuhkan hukuman, ketjuali
karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan beddiadapnja.



(3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum sepestbut dalam ajat diatas, maka
dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi siter&ang

Pasal 15

(1) Tiada suatu pelanggaran kedjahatanpun bolettjaimkan hukuman berupa rampasan semua
barang kepunjaan jang bersalah.

(2) Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematadagta atau kehilangan segala hak?2
kewargaan.

Pasal 16

(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggag

(2) Mengindjak suatu pekarangan tempat kediamanratanasuki suatu rumah bertentangan
dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanjaatikah dalam hal2 jang ditetapkan

dalam suatu aturan hukum jang berlaku baginja.

Pasal 17

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan suratmatetidak boleh diganggu-gugat,
selainnja dari pada atas perintah hakim atau kelamakin jang telah disahkan untuk itu menurut
peraturan2 undang-undang dalam hal2 jang diterang&kam peraturan itu.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keamsfzitin dan agama; hak ini meliputi pula
kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begifLkpbebasan menganut agamanja atau
kejakinannja, baik sendiri maupun bersama-samaateorang lain, baik dimuka umum maupun
dalam lingkungannja sendiri dengan djalan mengkdjgrmengamalkan, beribadat, mentaati
perintah dan aturan2 agama, serta dengan djaladidiieanak2 dalam iman dan kejakinan orang
tua mereka.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dagelnarkan pendapat.

Pasal 20

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan bertjmbsdamai diakui dan sekadar perlu
didjamin dalam peraturan2 undang-undang.

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak dengan bebas memadjuka@jagean kepada penguasa, baik dengan
lisan ataupun dengan tertulis.

(2) Setiap orang berhak memadjukan permohonan kepathuasa jang sah.
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Pasal 22

(1) Setiap warga-negara berhak turut serta dalanepetahan dengan langsung atau dengan
perantaraan wakil2 jang dipilih dengan bebas merjana jang ditentukan oleh undangundang.
(2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tgdfatan pemerintah.

Orang asing boleh diangkat dalam djabatan2 peraérimenurut aturan2 jang ditetapkan oleh
undang-undang.

Pasal 23

Setiap warga-negara berhak dan berkewadjibandertd dengan sungguh dalam pertahanan
kebangsaan.

Pasal 24

(1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungarkataigian kepada termasuknja warganegara
dalam sesuatu golongan rakjat.

(2) Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebuhukum golongan rakjat akan
diperhatikan.

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak mempunjai milik, baik senmdaupun bersama-sama dengan orang lain.
(2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja derggmena-mena.

Pasal 26

(1) Pentjabutan halofiteigeningy untuk kepentingan umum atas sesuatu benda akaidal
dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugianmienurut aturan2 undang-undang.

(2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan ur@p&ritingan umum, ataupun, baik untuk
selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, hausallkan sampai tak terpakai lagi, oleh
kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan naatigkerugian dan menurut aturan2



undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang s&bg oleh aturan2 itu.

Pasal 27

(1) Setiap warga-negara, dengan menurut sjarathggsipan, berhak atas pekerdjaan jang ada.
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerd@aberhak pula atas sjarat2

perburuhan jang adil.

(2) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan daldthjhag sama, berhak atas pengupahan adil
jang mendjamin kehidupannja bersama dengan kelnjargsepadan dengan martabat

manusia.

Pasal 28

Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdjansiasuk kedalamnja untuk memperlindungi
kepentingannja.

Pasal 29

(1) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengupemgjawasan penguasa jang dilakukan
terhadap itu menurut peraturan2 undang-undang.

(2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalaas.

Pasal 30

Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amatiirikam organisasi2 untuk itu, dan djuga
untuk pengadjaran partikulir, dan mentjari dan menj@i harta untuk maksud? itu, diakui.
Pasal 31

Setiap orang jang ada didaerah Negara harus papddk Undang-undang, termasuk aturan2
hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa2gahgian jang bertindak sah.
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Pasal 32

(1) Peraturan2 undang-undang tentang melakukandek®&ebebasan2 jang diterangkan dalam
bagian ini, djika perlu, akan menetapkan batas2 lolak kebebasan? itu, akan tetapi hanjalah
semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan perngkamijang tak boleh tiada terhadap
hak2 serta kebebasan2 orang lain, dan untuk memsjant2 jang adil untuk ketenteraman
kesusilaan dan kesedjahteraan umum dalam suatekpéran jang demokrasi.

(2) Djika perlu, undang-undang federal menentukasiopnan dalam hal itu bagi undang-undang
daerah2-bagian.

Pasal 33

Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini bolefisiikan dengan pengertian, sehingga sesuatu
penguasa, golongan atau orang dapat memetik hagatinja untuk mengusahakan sesuatu apa
atau melakukan perbuatan berupa apapun jang beuthaksnghapuskan sesuatu hak atau
kebebasan jang diterangkan dalamnja.

Bagian 6

Asas2 Dasar

Pasal 34

Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasay&eritu dinjatakan dalam pemilihan
berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut-p#éik jang sedapat mungkin bersifat umum
dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suaralesia ataupun menurut tjara jang djuga
mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 35

Penguasa sesanggupnja memadjukan kepastian dainatjesosial, teristimewa pemastian dan
pendjaminan sjarat2 perburuhan dan keadaan2 pédiujang baik, pentjegahan dan
pemberantasan pengangguran serta penjelenggamaadipan untuk hari-tua dan pemeliharaan
djanda2 dan anak?2 jatim-piatu.

Pasal 36

(1) Meninggikan kemakmuran rakjat adalah suatyamj terus-menerus diselenggarakan oleh
penguasa, dengan kewadjibannja senantiasa mendjagisetiap orang deradjat hidup jang
sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja kelt@arganja.

(2) Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditantuntuk kepentingan umum dengan
peraturan2 undang-undang, maka kepada sekaliag dita@rikan kesempatan menurut sifat,
bakat dan ketjakapan masing2 untuk turut sertardpkrkembangan sumber2 kemakmuran
negeri.

Pasal 37



Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjara@atN&gara.

Pasal 38

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kedbudajda kesenian dan ilmu-pengetahuan.
Dengan mendjundjung asas ini maka penguasa menaadgalkuat tenaganja perkembangan
kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dapéngetahuan.

Pasal 39

(1) Penguasa wadjib memadjukan sedapat-dapatrijampbangan rakjat baik rohani maupun
djasmani, dan dalam hal ini teristimewa berusalekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf.
(2) Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan pd@agadjaran umum jang diberikan atas
dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, memppegsatuan Indonesia, membangun

dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesatsmrgpenghormatan jang sama
terhadap kejakinan agama setiap orang dengan mianb&esempatan dalam djampeladjaran
untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai demgagirkan orang-tua murid2.

(3) Murid2 sekolah partikulir memenuhi sjarat2 ké&ba2 menurut undang-undang bagi
pengadjaran umum, haknja sama dengan hak muridagelimum.

(4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguassebarmelaksanakan dengan lekas
kewadjiban beladjar jang umum.
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Pasal 40

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh2 mieanadibersihan umum dan kesehatan
rakjat.

Pasal 41

(1) Penguasa memberi perlindungan jang sama kesea@da perkumpulan dan persekutuan
agama jang diakui.

(2) Penguasa mengawasi supaja segala persekutngedampulan agama patuh-taat kepada
Undang-undang, termasuk aturan2 hukum jang tallitert

BAB I

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN DAERAH2-BAGIAN

Bagian 1

Daerah2-Bagian

Babakan 1

Ketentuan umum

Pasal 42

Sambil menunggu penjelesaian susunan Republik balarserikat sebagai federasi antara
negara2-bagian jang saling sama-martabat dan saimg-hak, maka daerah2 bagian jang
tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama-hak.

Pasal 43

Dalam penjelesaian susunan federasi Republik Iredargerikat maka berlakulah asas-pedoman,
bahwa kehendak Rakjatlah didaerah-daerah bersamgjarng dinjatakan dengan merdeka
menurut djalan demokrasi, memutuskan status jasgdehannja akan diduduki oleh daerah?2
tersebut dalam federasi.

Pasal 44

Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitmpslk kedalam atau menggabungkan diri
kepada suatu daerah-bagian jang telah ada, haleja éitakukan oleh sesuatu daerah
sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian—-menurwr2jang ditetapkan dengan undangundang
federal, dengan mendjundjung asas seperti tersieltarn pasal 43, dan sekadar hal itu
mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengaatpdjpsan daerah-bagian jang
bersangkutan.

Pasal 45

Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan dadradian haruslah menurut tjara demokrasi,
sesuai dengan asas? jang termaktub dalam Konstitusi

Babakan 2

Negara2.

Pasal 46

(1) Negara2 jang baru dibentuk membutuhkan pengalundang-undang federal.

(2) Undang-undang federal tidak memberikan statgmra kepada daerah2 jang dipandang tidak



akan sanggup melaksanakan dan memenuhi hak2, kelnfadan kewadjibab2 suatu negara.
Pasal 47

Peraturan2 ketatanegaraan negara2 haruslah mendjakatas kehidupan-rakjat sendiri kepada
pelbagai persekutuan-rakjat didalam lingkunganataerereka itu dan harus pula mengadakan
kemungkinan untuk mewudjudkan hal itu setjara karegn dengan aturan2 tentang penjusunan
persekutuan itu setjara demokrasi dalam daerahiotio
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Pasal 48

(1) Peraturan2 ketatanegaraan negara?2 tidak akamuatédetentuan jang seluruhnja atau
sebagian berlawanan dengan Konstitusi ini.

(2) Peraturan2 ketatanegaraan tersebut atau pembdalalamnja baru mulai berlaku sesudah
ditimbang oleh Pemerintah federal.

Untuk maksud itu maka peraturan2 tersebut seswlabas dibuat, dengan selekas-lekasnja
dikirimkan oleh Pemerintah negara kepada Pemerietddral.

(3) Sekiranja menurut timbangan Pemerintah fedmtalsesuatu jang berlawanan sebagai
dimaksud dalam ajat (1), maka dalam dua bulan sésonerima surat2 itu Pemerintah
federal menjampaikan hal itu kepada Pemerintahraedgn mengundangnja supaja bertindak
membuat perubahan.

(4) Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan megmetundjuk2 jang dimaksud dalam ajat
diatas seluruh atau sebagiannja, ataupun apabiterifeah negara berpendapat bahwa
pentundjuk2 itu tak tepat diberikan, maka baik Paémeh federal maupun Pemerintah negara
boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahka¥xgahg Indonesia dan keputusan ini
bersifat mengikat.

(5) Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepg@@merintah negara dalam waktu jang
tersebut dalam ajat (3), bahwa peraturan ketataaagatau perubahan dalamnja jang
dipertimbangkan kepadanja mendapat persetudjuastiajapun dalam waktu tersebut tidak
memaklumkan timbangan apa2, maka peraturan ketgieaem itu dipandang telah mendapat
pengakuan Pemerintah federal sebagai peraturaraketmraan negara itu jang sah, ataupun
perubahan tersebut dianggap telah diakuinja seb@gaasuk dalam peraturan
ketatanegaraan Negara itu jang sah dan dalam hekide maka peraturan ketatanegaraan

itu lalu didjaminnja; ketentuan ini tidak mengurajagng ditentukan dalam Bab IV, Bagian

Il

Babakan 3

Satuan2 kenegaraan jang tegak sendiri jang bukgarae

Pasal 49

Kedudukan dalam federasi bagi satuan2 kenegaragriggak sendiri dan jang bukan berstatus
negara, diatur dengan undang-undang federal.

Babakan 4

Daerah2 jang bukan daerah-bagian dan distrik fed&gkarta.

Pasal 50

(1) Pemerintahan atas daerah?2 jang diluar lingkanigeerah sesuatu daerah-bagian, dan atas
distrik federal Djakarta dilakukan oleh alat2-pagkapan Republik Indonesia Serikat
menurut aturan2 jang akan ditetapkan dengan undadgng federal.

(2) Daerah2-bagian jang masuk bilangan untuk lelodisertakan dalam pemerintahan itu
dengan persetudjuan pemerintahnja.

Bagian 2

Pembagian Penjelenggaraan-Pemerintahan Antara Repdonesia Serikat

Dengan Daerah2-Bagian.

Babakan 1

Pembagian penjelenggaraan-pemerintahan.

Pasal 51

(1) Penjelenggaraan-pemerintahan tentang pokoktg@daftar dalam lampiran Konstitusi ini
dibebankan semata-mata kepada Republik IndoneskaSe
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(2) Daftar lampiran penjelenggaraan-pemerintahag farsebut dalam ajat (1) diubah, baik atas
permintaan daerah2-bagian bersama-sama ataupuniataisp Pemerintah federal sesudah



mendapat persesuaian dengan daerah2-bagian besaamamenurut atjara jang ditetapkan
dengan undang-undang federal.

(3) Perundang-undangan federal selandjutnja akayamabil segala tindakan jang perlu untuk
mengurus penjelenggaraan-pemerintahan jang dibahdwpada federasi dengan

semestinja.

(4) Segala penjelenggaraan-pemerintahan jang tigeduk dalam penetapan pada ajat2 diatas
adalah kekuasaan daerah2-bagian semata-mata.

Pasal 52

(1) Daerah-bagian berhak mendapat bagian jang @ebesarnja dalam melaksanakan
penjelenggaraan-pemerintahan federal oleh perlgragkdaerah-bagian itu sendiri. Untuk itu
maka Republik Indonesia Serikat sedapat-dapatnjainte bantuan daerah2-bagian.

(2) Apabila Republik Indonesia Serikat menuntutthan daerah-bagian untuk melaksanakan
peraturan2 federal, maka daerah-bagian wadjib mekamebantuan itu.

(3) Daerah2-bagian melaksanakan pemerintahan ékta-gng ditetapkan dalam pasal ini sesuai
dengan pendapat lebih tinggi alat2-perlengkapaerédang bersangkutan.

Pasal 53

Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannja dad&adian dapat bekerdja bersama menurut
aturan2 umum jang ditetapkan undang-undang fedsxakn?2 itu menentukan pula tjampurtangan
Republik Indonesia Serikat jang boleh djadi dilakuldalam hal itu.

Pasal 54

(1) Penjelenggaraan seluruh atau sebagian tugasripgaman suatu daerah-bagian oleh
Republik Indonesia Serikat atau dengan kerdja-samtara alat2-perlengkapan Republik
Indonesia Serikat dan alat2-perlengkapan daeraiabgang bersangkutan, hanjalah dapat
dilaksanakan atas permintaan daerah-bagian jasgrgtutan itu. Bantuan Republik

Indonesia Serikat itu sedapat mungkin terbatas pages pemerintahan jang melampaui
tenaga daerah-bagian itu.

(2) Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-petadran sesuatu daerah-bagian dengan
tiada permintaan jang bermaksud demikian, Repubtiknesia Serikat hanja berkuasa dalam
hal2 jang akan ditentukan oleh Pemerintah fedemafjdn persesuaian Senat dan Dewan
Perwakilan Rakjat, jakni apabila daerah-bagiaséngat melalaikan tugasnja, dan menurut
aturan? jang ditetapkan dengan undang-undang federa

Babakan 2

Perhubungan keuangan.

Pasal 55

(1) Undang-undang federal menentukan pendapatag? §abagai pendapatan federasi sendiri,
masuk perbendaharaan Republik Indonesia Serikadliae pendapatan jang lain, sekadar
menurut hukum tidak mendjadi bagian persekutuantsmukawahan, masuk semata-mata
untuk kegunaan perbendaharaan daerah-bagian, spkeadapatan sendiri bagi daerah?2 itu.

(2) Pada pembagian pendapatan2 jang dimaksudiajas dliusahakan mentjapai perimbangan,
sehingga baik Republik Indonesia Serikat maupumnati@ebagian berdaja membajar segala
pembajaran jang bersangkutan dengan penjelenggpesa@rintahannja, dari pendapatan?2
sendiri.

(3) Dengan tidak mengurangi dasar seperti ters#ddain ajat jang lalu maka pembagian
pendapatan2 seboleh-bolehnja disesuaikan dengavagian penjelenggaraan-pemerintahan
seperti ditentukan dalam babakan diatas.

(4) Oleh undang-undang federal dapat ditentukamhbatias padjak2 daerah2-bagian dipungut
opcenteruntuk keperluan federasi.
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Pasal 56

(1) Menurut aturan2 jang ditetapkan dengan undamtog federal kekurangan uang pada dinas
biasa dalam anggaran daerah2-bagian ditutup ddraganan-biaja dari kas perbendaharaan
Republik Indonesia Serikat.

(2) Kekurangan uang pada dinas luar biasa boletugitdengan bantuan-biaja jang sedemikian.



Pasal 57

(1) Pindjaman uang diluar negeri dilaksanakan ha@pata-mata oleh Republik Indonesia
Serikat.

(2) Atas permintaan daerah-bagian, Republik Indiengsrikat boleh melaksanakan pindjaman
uang diluar negeri untuk keperluan daerah-bagian it

(3) Untuk melaksanakan pindjaman uang dalam nedgerah2-bagian membutuhkan pensahan
lebih dahulu dari Republik Indonesia Serikat.

Pasal 58

(1) Anggaran daerah2-bagian jang kekurangannjaugitdengan memberatkan kasperbendaharaan
federal atau dengan djalan pindjaman, membutuhkasghan Pemerintah

federal.

(2) Dalam hal2 jang ditundjuk oleh undang-undargfal dan menurut aturan2 undang-undang
itu, pensahan jang dimaksud dalam ajat tadi dapahgkutkan kepada mengadakan
perubahan2 dalam anggaran jang bersangkutan iturotgretundjuk2 jang dianggap perlu

oleh Pemerintah federal sepakat dengan Senat.

Pasal 59

(1) Anggaran faedah2-bagian selain dari pada jarsgbut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri
oleh Republik Indonesia Serikat.

(2) Akan tetapi djikalau ternjata kekatjauan dakehidjaksanaan-keuangan maka Pemerintah
federal sepakat dengan Senat boleh menghendakasigerah-bagian jang bersangkutan
mengadakan perubahan tertentu dalam anggarannja.

(3) Undang-undang federal menetapkan apa jang dinca#tengan perkataan kekatjauan dalam
kebidjaksanaan-keuangan, dan membuat aturan2 m#laksanakan kekuasaan seperti
tersebut dalam ajat diatas, serta mengatur akidasihubungan dengan pertangguhan jang
mungkin terdjadi dalam melaksanakan bagian2 jansgingkutan dalam anggaran itu.

Pasal 60

(1) Apa jang ditetapkan dalam pasal 56 sampai depgaal 59 tidak boleh dilaksanakan setjara
apapun, sehingga oleh karena itu terdjadi perigtigrabahan dalam pembagian
penjelenggaraan-pemerintahan dan dalam perhublkegmmgan antara Republik Indonesia
Serikat dan daerah2-bagian seperti diterangkamdasgian ini.

(2) Teristimewa tidaklah akan dihubungkan sjarat®jjmenudju kearah itu kepada pemberian
bantuan oleh Republik Indonesia Serikat kepadaati@eibagian, dan djuga tidak kepada
pensahan pindjaman uang atau kepada pensahanamggar

Pasal 61

Undang-undang federal jang selandjutnja memuaaa®utentang perhubungan keuangan antara
Republik Indonesia Serikat dengan daerah2-bagiemgrsh mungkin akan menentukan lagi
djaminan2 lain, sehingga Republik Indonesia Sedlkat daerah2-bagian saling mendjundjung
tinggi sepenuh-penuhnja segala hak dan kekuasaannja

Babakan 3

Hak2 dan kewadjiban2.

Pasal 62

Segala milik harta-benda, piutang dan hak?2 laig g@iterima dari Indonesia pada pemulihan
kedaulatan mendjadilah hak-milik Republik Indone3@ikat dan daerah2-bagian, jaitu sekadar
bergantung kepada penjelenggaraan-pemerintahamjandjadi beban Republik Indonesia
Serikat ataupun beban daerah2-bagian.
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Pasal 63

Segala kewadjiban jang diterima dari Indonesia geehaulihan kedaulatan adalah kewadjiban
Republik Indonesia Serikat.

Bagian 3

Daerah2 Swapradja.

Pasal 64

Daerah2 Swapradja jang sudah ada, diakui.



Pasal 65

Mengatur kedudukan daerah2 Swapradja masuk dalgas tlan kekuasaan daerah2-bagian jang
bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengattitakukan dengan kontrak jang diadakan
antara daerah-bagian dan daerah2 Swapradja bewanglan bahwa dalam kontrak itu
kedudukan istimewa Swapradja akan diperhatikarbdhma tiada suatupun dari daerah2
Swapradja jang sudah ada, dapat dihapuskan aterkelijil bertentangan dengan kehendaknja,
ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undangng federal jang menjatakan, bahwa,
kepentingan umum menuntut penghapusan atau peagetji, memberi kuasa untuk itu kepada
pemerintah daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 66

Sambil menunggu peraturan2 sebagai dimaksud dadaal fang lalu dibuat, maka peraturan2
jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertibmgbpendjabat2 Indonesia dahulu jang
tersebut dalamnja diganti dengan pendjabat2 jangkitn pada daerah-bagian bersangkutan.
Pasal 67

Perselisihan2 antara daerah2-bagian dan daerah@&lje bersangkutan tentang peraturan2
sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang mankigainja, diputuskan oleh Mahkamah
Agung Indonesia baik pada tingkat jang pertamajaiag tertinggi djuga, ataupun pada tingkat
apel.

BAB Il

PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Ketentuan Umum

Alat2-perlengkapan federal Republik Indonesia Sdijilah:

a. Presiden;

b. Menteri2;

c. Senat;

d. Dewan Perwakilan Rakjat;

e. Mahkamah Agung Indonesia;

f. Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian 1

Pemerintah

Pasal 68

(1) Presiden dan Menteri2 bersama-sama merupakaarigah.

(2) Dimana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pentah, maka jang dimaksud jalah Presiden
dengan seorang atau beberapa atau para mentarinjakurut tanggung-djawab chusus atau
tanggung-djawab umum mereka itu.

(3) Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakartguké djika dalam hal darurat Pemerintah
menentukan tempat jang lain.

Pasal 69

(1) Presiden jalah Kepala Negara.
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(2) Beliau dipilih oleh orang? jang dikuasakan opemerintah daerah2-bagian jang tersebut
dalam pasal 2.

Dalam memilih Presiden, orang?2 jang dikuasakabétusaha mentjapai kata-sepakat.

(3) Presiden harus orang Indonesia jang telah taeB@stahun; Beliau tidak boleh orang jang
tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalan&ksphih ataupun orang jang telah

ditjabut haknja untuk dipilih.

Pasal 70

Presiden berkedudukan ditempat-kedudukan Pemerintah

Pasal 71

Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkagbufgterangan dan djandji) menurut
tjara agamanja dihadapan orang2 jang dikuasak&rdalerah2-bagian sebagai tersebut dalam
pasal 69 dan jang untuk itu bersidang dalam rapat, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untilihdigendjadi Presiden Republik Indonesia



Serikat, langsung ataupun tak langsung, dengan atanadengan dalih apapun, tiada
memberikan atau mendjandjikan ataupun akan mengresksuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk mmkbakatau meninggalkan sesuatu dalam
djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dampapun djuga, langsung ataupun tak langsung,
sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja sekuat@esean memadjukan kesedjahteraan
Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akamohatigi dan mempertahankan kebebasan2
dan hak2 umum dan chusus sekalian penghuni Negara.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitaisilagi bahwa saja akan memelihara dan
menjuruh memelihara segala peraturan jang berlaguRepublik Indonesia Serikat, bahwa saja
akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Baag$éedara dan bahwa saja dengan setia
akan memenuhi segala kewadjiban jang ditanggunkdgpada saja oleh djabatan Presiden
Republik Indonesia Serikat, sebagai sepantasnjekbpgla negara jang baik."

Pasal 72

(1) Djika perlu karena Presiden berhalangan, mad@a® memerintahkan Perdana-Menteri
mendjalankan pekerdjaan djabatannja sehari-hari.

(2) Undang-undang federal mengatur pemilihan Peesizhru untuk hal, apabila Presiden tetap
berhalangan, berpulang atau meletakkan djabatannja.

Pasal 73

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah orang jalah berusia 25 tahun dan jang bukan
orang jang tidak diperkenankan serta dalam atawjakmkan hak-pilih ataupun orang jang telah
ditjabut haknja untuk dipilih.

Pasal 74

(1) Presiden sepakat dengan orang?2 jang dikuasd&hrdaerah2-bagian sebagai tersebut dalam
pasal 69, menundjuk tiga pembentuk Kabinet.

(2) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kahind®residen mengangkat seorang dari
padanja mendjadi Perdana-Menteri dan mengangkatevi2ang lain.

(3) Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk itgadjBresiden menetapkan siapa2 dari
Menteri2 itu diwadjibkan memimpin departemen maging

Boleh pula diangkat Menteri2 jang tidak memangksuaéu departemen.

(4) Keputusan2 Presiden jang memuat pengangkatgrdjeerangkan dalam ajat (2) dan (3)
pasal ini serta ditanda-tangani oleh ketiga pemiteliabinet.

(5) Pengangkatan atau penghentian antara-waktuev2mtilakukan dengan keputusan
Pemerintah.

Pasal 75

(1) Menteri2 jang diwadjibkan memimpin departement&hanan, Urusan Luar-Negeri, Urusan
Dalam-Negeri, Keuangan dan Urusan Ekonomi, danadiRgrdana-Menteri, sungguhpun ia
tidak diwadjibkan memimpin salah satu departemesetaut, berkedudukan chusus seperti
diterangkan dibawah ini.
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(2) Menteri2-pembentuk biasanja masing2 memimpi@hssatu dari departemen?2 tersebut
dalam ajat jang lalu.

(3) Dalam hal2 jang memerlukan tindakan denganrastgn dalam hal2 darurat, maka para
menteri jang berkedudukan chusus bersama-samadsarkoengambil keputusan2 jang
dalam hal itu dengan kekuatan jang sama, mengganitiéputusan2 Dewan Menteri jang
lengkap.

Dalam mengambil keputusan, Menteri2 itu berusahatjaneai kata-sepakat.

(4) Dalam memusjawaratkan dan memutuskan sesubjangdangsung mengenai sesuatu
pokok jang masuk dalam tugas suatu departemerlgandari pada jang tersebut dalam ajat
(1), Menteri Kepala Departemen itu turut serta.

Pasal 76

(1) Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan2ruRepublik Indonesia Serikat,
Menteri2 bersidang dalam Dewan Menteri jang dikedleh Perdana-Menteri atau dalam hal



Perdana-Menteri berhalangan, oleh salah seorangek&erkedudukan chusus.

(2) Dewan Menteri senantiasa memberitahukan semaan jang penting kepada Presiden.
Masing2 Menteri berkewadjiban sama berhubung dengasan2 jang chusus masuk
tugasnja.

Pasal 77

Sebelum memangku djabatannja, Menteri2 mengangkapah (keterangan dan djandii)
dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagkit:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untagldibhmendjadi Menteri, langsung ataupun
tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, miadaberikan atau mendjandjikan ataupun
akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk m&bakatau meninggalkan sesuatu dalam
djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari sfpadjuga, langsung ataupun tak langsung
sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitasiwa saja akan memelihara segala
peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesiakagrbahwa saja akan mengabdi dengan setia
kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa aajmaknenuhi dengan setia segala
kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oletatabMenteri."

Pasal 78

Gadiji Presiden dan gadji Menteri2, begitu pula gamgi untuk biaja perdjalanan dan biaja
penginapan dan, djika ada, ganti-rugi jang lain&tud dengan undang-undang federal.

Pasal 79

(1) Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipparbersama-sama dengan mendjalankan
djabatan umum apapun didalam dan diluar Repubtiknesia Serikat.

(2) Presiden dan Menteri2 tidak boleh, langsung &tk langsung, turut serta dalam ataupun
mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusgmpberdasarkan perdjandjian untuk
memperoleh laba atau untung jang diadakan dengpnbiRle Indonesia Serikat atau dengan
sesuatu bagian dari Indonesia.

(3) Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggn Republik Indonesia Serikat, ketjuali
surat2-utang umum.

(4) Jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3) pas&tiap berlaku atas mereka selama tiga tahun
sesudah mereka meletakkan djabatannja.

Bagian 2

Senat.

Pasal 80

(1) Senat mewakili daerah2-bagian.

(2) Setiap daerah-bagian mempunjai dua anggotandaémat.

(3) Setiap anggota Senat mengeluarkan satu sulama &&nat.
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Pasal 81

(1) Anggota2 Senat ditundjuk oleh pemerintah dg&tadgian, dari daftar jang disampaikan oleh
masing2 perwakilan rakjat dan jang memuat tig@tjaintuk tiap2 kursi.

(2) Apabila dibutuhkan tjalon untuk dua kursi, mgeanerintah bersangkutan bebas untuk
menggunakan sebagai satu, daftar2 jang disampalkarperwakilan rakjat untuk pilihan
kembar itu.

(3) Dalam pada itu daerah2-bagian sendiri mengadp&eaturan2 jang perlu untuk menundjuk
anggota2 dalam Senat.

Pasal 82

Jang boleh mendjadi anggota Senat jalah warga-agaag telah berusia 30 tahun dan jang
bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalammendjalankan hak-pilih ataupun jang
haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 83

Anggota?2 Senat sebelum memangku djabatannja, mgkaesumpah (keterangan dan djandji)
dihadapan Presiden atau Ketua Senat jang dikuasaitak itu oleh Presiden, menurut tjara



agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja untukdjlitki mendjadi anggota Senat, langsung
ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih aptada memberikan atau mendjandjikan
ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapm dju

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk m&kakatau meninggalkan sesuatu dalam
djabatan ini tiada sekali-kali menerima, langsutagipun tak langsung, dari siapapun djuga
sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senanti@amembantu memelihara Konstitusi dan
segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Nedriawa saja akan mengabdi sekuat tenaga
kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikabalawa saja akan mengabdi dengan setia
kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 84

Anggota2 Senat senantiasa boleh meletakkan djafjatan

Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepadaak

Pasal 85

(1) Presiden mengangkat Ketua Senat dari andjarandimadjukan oleh Senat dan jang
memuat sekurang-kurangnja dua orang, baik darramjgasendiri maupun tidak.

(2) Ketua harus memenuhi sjarat2 jang termaktuardalasal 82.

(3) Ketua bukan anggota dan mempunjai suara peagdalah jang memanggil Senat.

(4) Apabila salah seorang anggota telah diangkatjadi Ketua, maka pemerintah daerahbagian
jang bersangkutan menundjuk orang lain mendjadjetagsebagai penggantinja.

(5) Senat menundjuk dari antaranja seorang Wakili#g@ng tetap mempunjai keanggotaan dan
hak-suara.

(6) Dalam hal Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan ittak ada, maka rapat diketuai untuk
sementara oleh anggota jang tertua usianja® anggaédap mempunjai keanggotaan dan
hak-suara.

Pasal 86

Sebelum memangku djabatannja, Ketua Senat mengaswk@ah (keterangan dan djandji)
dihadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagkit:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untagldibhmendjadi Ketua Senat, langsung
ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apégda memberikan atau mendjandjikan
ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapm dju

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk makblakatau meninggalkan sesuatu dalam
djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, amg ataupun tak langsung, dari siapapun djuga
sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senanti@amembantu memelihara Konstitusi dan
segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Nedeaiawa saja akan mengabdi sekuat tenaga
kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikabalawa saja akan mengabdi dengan setia
kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."
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Pasal 87

Senat mengadakan rapat2nja di Djakarta ketjudadjalam hal2 darurat Pemerintah
menentukan tempat jang lain.

Pasal 88

(1) Rapat2 jang mengenai pokok2 sebagai dimaksladndaasal 127 suéddan pasal 168 harus
terbuka bagi umum, ketjuali djika Ketua menimbaedypataupun sekurang-kurangnja lima
anggota menuntut, supaja pintu ditutup bagi umum.

(2) Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan appkahusjawaratan dilakukan dengan pintu
tertutup.

(3) Tentang hal2 jang dibitjarakan dalam rapatitapt dapat djuga diputuskan dengan pintu
tertutup.

Pasal 89

Ketua dan anggota2 Senat tidak dapat dituntut dinmgngadilan karena jang dikatakannja



dalam rapat atau jang dikemukakannja dengan sapatda madijelis itu, ketjuali djika mereka
dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan ataudigeghukakan dalam rapat tertutup
dengan sjarat supaja dirahasiakan.

Pasal 90

(1) Anggota2 Senat mengeluarkan suaranja sebagag gang bebas, menurut perasaan
kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atasfasriatau dengan kewadjiban berembuk
dahulu dengan mereka jang menundjuknja sebagabdéangg

(2) Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal faengena dirinja sendiri.

Pasal 91

Keanggotaan Senat tidak dapat dirangkap dengamgetaan Perwakilan Rakjat, dan djuga
tidak dengan djabatan2 federal, jakni djabatani@eas Menteri, Djaksa Agung, Ketua,
Wakil-Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, IMdktua atau Anggota Dewan
Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi daradeatjgbatan2 Wali Negara, Menteri
atau Kepala-departemen daerah-bagian.

Pasal 92

Gadiji Ketua Senat, tundjangan2 jang akan diberdlegrada anggota2 dan mungkin djuga kepada
Ketua, begitu pula biaja perdjalanan dan pengingamharus didapatnja, diatur dengan
undang-undang federal.

Pasal 93

(1) Sekalian orang jang menghadiri rapat Senat fargtup, wadjib merahasiakan jang
dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjehi memutuskan lain, ataupun djika
kewadjiban merahasiakan itu dihapuskan.

(2) Hal itu berlaku djuga terhadap anggota2, Mé2tdan pegawai2 jang mendapat tahu dengan
tjara bagaimanapun tentang jang dibitjarakan itu.

Pasal 94

(1) Senat tidak boleh bermusjawarat atau mengagapilitusan, djika tidak hadir lebih dari
seperdua djumlah anggota-sidang.

(2) Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkaim| maka segala keputusan diambil dengan
djumlah terbanjak mutlak suara jang dikeluarkan.

(3) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, susaa2a berat, dalam hal rapat itu lengkap
anggotanja, usul itu dianggap ditolak atau dalahtaia, mengambil keputusan ditangguhkan
sampai rapat jang berikut.

Apabila suara2 sama berat lagi, maka usul itu djapglitolak.

(4) Pemungutan suara tentang orang dilakukan detadiasia dan tertulis.

Apabila suara2 sama berat, maka keputusan diambgah undian.

Pasal 95

Senat selekas mungkin menetapkan peraturan ketenfdn
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Pasal 96

Senat dapat mengundang Menteri2 untuk turut seftardpermusjawaratannja dan memberi
penerangan dalamnja.

Pasal 97

Pada saat jang tersebut dalam pasal 112, maka j8rgdiersidang dibubarkan dan diganti
dengan Senat baru.

Bagian 3

Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 98

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjatdmesia dan terdiri dari 150 anggota;
ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan micdgat kedua pasal 100.

Pasal 99

Djumlah anggota dari Negara Republik Indonesia sk@edari djumlah semua anggota dari
daerah?2 Indonesia selebihnja.

Pasal 100



(1) Golongan2-ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akanwakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat
dengan berturut-turut 9, 6 dan 3 anggota.

(2) Djika djumlah2 itu tidak tertjapai dengan petgan atas dasar pasal 109 dan pasal 110,
ataupun pasal 111, tidak tertjapai, maka PemeriReggiublik Indonesia Serikat mengangkat
wakil2 tambahan bagi golongan2-ketjil itu.

Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagsébert dalam pasal 98 ditambah dalam
hal itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan? it

Pasal 101

Jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rkt warganegara jang telah berusia 25
tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankaa siatam atau-mendjalankan hak-pilih
ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditja

Pasal 102

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapandkap dengan keanggotaan Senat dan
djuga tidak dengan djabatan2 jang tersebut dalaal |94..

Pasal 103

(1) Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari antarasgarang Ketua dan seorang atau beberapa
orang Wakil-Ketua. Pemilihan2 ini membutuhkan p&asaPresiden.

(2) Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belusatkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk
sementara oleh anggota jang tertua umurnja.

Pasal 104

Anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memangdhatinnja, mengangkat sumpah
dihadapan Presiden atau Ketua Dewan PerwakilaraRjakjg dikuasakan untuk itu oleh
Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut:

"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untililhdiiangkat) mendjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakjat, langsung ataupun tak langsueggan nama atau dalih apapun, tiada
memberikan atau mendjandjikan ataupun akan mengresksuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk m&kakatau meninggalkan sesuatu dalam
djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, famgy ataupun tak langsung, dari siapapun djuga
sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senargl@samembantu memelihara Konstitusi dan
segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Nedeiawa saja akan mengabdi sekuat tenaga
kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikabalawa saja akan mengabdi dengan setia
kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."
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Pasal 105

Menteri2 duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat dergyema penasehat.

Ketua memberi kesempatan berbitjara kepadanjajlapin tiap2 kali mereka mengingininja.
Pasal 106

(1) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pietadn menjatakan kehendaknja tentang itu
atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnja limatsiggota menganggap hal itu perlu.

(2) Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 107

Rapat2 Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk unketjuali djika Ketua menimbang perlu
ditutup ataupun sekurang-kurangnja sepuluh anggetauntut hal itu.

Pasal 108

Jang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 8&@a8&edua dan ketiga, 89, 90, 92, 93, 94 dan
95 berlaku demikian djuga berhubung dengan Dewandkdan Rakjat.

Pasal 109

(1) Untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, gguns anggota2 dari daerah2 selebihnja
jang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diseleagga dengan perundingan bersama-sama
oleh daerah2-bagian jang tersebut dalam pasatjpakéNegara Republik Indonesia dengan
memperhatikan asas2 demokrasi dan seboleh-boldangan perundingan dengan daerah?2
jang tersebut dalam pasal 2, sub c jang bukan laldegian.



(2) Untuk pembagian djumlah2 anggota jang akarudidtantara daerah?2 itu, diambil sebagai
dasar perbandingan djumlah-djiwa rakjat daerah2abagrsebut.

Pasal 110

(1) Bagaimana tjaranja anggota diutus ke Dewan &dlan Rakjat jang pertama, diatur oleh
daerah2-bagian.

(2) Dimana pengutusan demikian tidak dapat terdjadgan djalan pemilihan jang seumumumumnja,
pengutusan itu dapat dilakukan dengan djalan pguigad anggota2 oleh

perwakilan rakjat daerah2 bersangkutan, djika asitugperwakilan demikian.

Djuga apabila, karena hal2 jang sungguh, perluwditijara jang lain, akan diusahakan untuk
mentjapai perwakilan jang sesempurna-sempurnamgaurat kehendak rakjat.

Pasal 111

(1) Dalam tempo satu tahun sesudah Konstitusi nmgldaku, maka diseluruh Indonesia
Pemerintah memerintahkan mengadakan pemilihangabgs dan rahasia untuk menjusun
Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih setjara umum.

(2) Undang-Undang federal mengadakan aturan2 yp#uoklihan Dewan Perwakilan Rakjat
baru jang dimaksud dalam ajat (1) dan menentukenbpgian djumlah2 anggota jang akan
diutus, antara daerah2 selebihnja jang tersebatdphsal 99.

Pasal 112

Pada saat jang akan ditetapkan oleh Pemerintakaseinungkin sesudah pemilihan jang
dimaksud dalam pasal 111 Dewan Perwakilan Rakjaaimpe dibubarkan dan diganti dengan
Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih itu.

Bagian 4

Mahkamah Agung.

Pasal 113

Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia jangnamsdan kekuasaannja diatur dengan
undang-undang federal.
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Pasal 114

(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undangrédelum menetapkan lain, Ketua,
Wakil-Ketua dan anggota?2 Mahkamah Agung diangketh #lresiden setelah mendengarkan
Senat.

Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; kedariti tidak mengurangi jang ditetapkan
dalam ajat2 jang berikut.

(2) Undang-undang federal dapat menetapkan, balet@akWakil-Ketua dan anggota2
Mahkamah Agung diperhentikan, apabila mentjapai j#sig tertentu.

(3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan metrtjaca dan dalam hal jang ditentukan oleh
undang-undang federal.

(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atamiptaan sendiri.

Bagian 5

Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 115

Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan jangssudan kekuasaannja diatur dengan
undang-undang federal.

Pasal 116

(1) Untuk pertama kali dan selama undang-undangrédelum menetapkan lain, Ketua,
Wakil-Ketua dan anggota2 Dewan Pengawas Keuangeagkht oleh Presiden setelah
mendengarkan Senat.

Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; kedaritu tidak mengurangi jang ditetapkan
dalam ajat2 jang berikut.

(2) Undang-undang federal dapat menetapkan, balet@akWakil-Ketua dan anggota2
diperhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu

(3) Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan metrtjara dan dalam hal jang ditentukan dengan
undang-undang federal.



(4) Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden aawmiptaan sendiri.

BAB IV

PEMERINTAHAN

Bagian 1

Ketentuan2 Umum

Pasal 117

(1) Pemerintahan federal atas Indonesia—sekaddy didvadjibkan kepada alat2-perlengkapan
jang lain—didjalankan oleh Pemerintah Republik mekia Serikat.

(2) Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraamés@dan teristimewa mengurus, supaja
Konstitusi, undang-undang federal dan peraturainjdag berlaku untuk Republik Indonesia
Serikat, didjalankan.

Pasal 118

(1) Presiden tidak dapat diganggu-gugat.

(2) Menteri2 bertanggung-djawab atas seluruh kek&djnaan Pemerintah, baik bersama-sama
untuk seluruhnja, maupun masing2 untuk bagianmdis@ dalam hal itu.

Pasal 119

Sekalian keputusan Presiden serta ditanda-tanggmMenteri2 jang bersangkutan, ketjuali jang
ditetapkan dalam pasal 74, ajat keempat.

Pasal 120

(1) Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak intergiedan hak menanja? anggota2 mempunjai
hak menanja.
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(2) Menteri2 memberikan kepada Dewan Perwakilan&abkaik dengan lisan maupun dengan
tertulis, segala penerangan jang dikehendaki me¢ajatijang lalu dan jang pemberiannja
dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umepalitik Indonesia Serikat.

Pasal 121

Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjelidikg{este), menurut aturan2 jang ditetapkan
dengan undang-undang federal.

Pasal 122

Dewan Perwakilan Rakjat jang ditundjuk menurut p288 dan 110 tidak dapat memaksa
Kabinet atau masing2 Menteri meletakkan djabatannja

Pasal 123

(1) Pemerintah mendengarkan Senat tentang sedakphaila dianggapnja perlu untuk itu.

(2) Senat dapat memberikan nasehat kepada Perhesitatakehendaknja sendiri tentang segala
hal apabila dianggapnja perlu untuk itu.

(3) Senat didengarkan tentang urusan2 pentingghngus mengenai satu, beberapa atau semua
daerah-bagian atau bagian2nja, ataupun jang clmsogenai perhubungan antara Republik
Indonesia Serikat dan daerah2 jang tersebut dadesal 2.

Aturan ini mempunjai ketjuali, djika, karena kean2agang mendesak, perlu diambil tindakan
jang segera, sedang Senat tidak bersidang.

(4) Senat didengarkan, ketjuali dalam hal sebaiggiasthgkan dalam suku kedua ajat jang lalu,
tentang segala rantjangan undang-undang daruragaetimaksud dalam pasal 139.

(5) Pemerintah memberitahukan kepada Senat segpldusan tentang hal2 jang dalamnja Senat
telah didengarkan.

(6) Djika Senat telah didengarkan, maka hal itiedthhukan dikepala surat2-keputusan
bersangkutan.

Pasal 124

(1) Senat dapat, baik dengan lisan maupun dengafigememinta keterangan kepada
Pemerintah.

(2) Pemerintah memberikan keterangan itu, ketljgda menurut timbangannja hal itu
berlawanan dengan kepentingan umum Republik IndeiSesikat.

Pasal 125

Pegawai2 Republik Indonesia Serikat diangkat meraitran jang ditetapkan dengan undangundang



federal.

Pasal 126

Presiden memberikan tanda2 kehormatan jang diaddd@gan undang-undang federal.
Bagian 2

Perundang-undangan

Pasal 127

Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai deaganuan2 bagian ini, dilakukan oleh:
a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perw&adlgat dan Senat, sekadar hal itu
mengenai peraturan? tentang hal2 jang chusus menggtn, beberapa atau semua daerahbagian
atau bagian2nja, ataupun jang chusus mengenailperban antara Republik

Indonesia Serikat dan daerah2 jang tersebut datesal 2;

b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan PerwalilgatRdalam seluruh lapangan
pengaturan selebihnja.

Pasal 128

(1) Usul Pemerintah tentang undang-undang disarapdi&pada Dewan Perwakilan Rakjat
dengan amanat Presiden dan dikirimkan serentaldeepanat untuk diketahui.

(2) Senat berhak memadjukan usul undang-undanglkdpawan Perwakilan Rakjat tentang
hal2 sebagai tersebut dalam pasal 127 asub
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Apabila Senat menggunakan hak ini, maka hal iteritithukannja serentak kepada Presiden,
dengan menjampaikan salinan usul itu.

(3) Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usdhng-undang kepada Pemerintah.
Pasal 129

Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan peruBadelam usul undang-undang jang
dimadjukan oleh Pemerintah atau Senat kepadartjaakgang ditetapkan dalam pasal 132.
Pasal 130

(1) Sekalian usul undang-undang jang telah ditenlelh Dewan Perwakilan Rakjat dan, djika
usul2 itu mengenai urusan sebagai diterangkan dadesal 127, sub, telah dirundingkan

oleh Senat sesuai dengan jang ditetapkan dalarhI#kdan pasal2 berikutnja, memperoleh
kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkarPeleterintah.

(2) Undang-undang federal tidak dapat diganggu-guga

Pasal 131

Usul undang-undang dirundingkan oleh Senat, berkdas&ekuasaannja turut serta membuat
undang-undang, djika baik Pemerintah, maupun De®eawakilan Rakjat ataupun Senat
sendiri menimbang, bahwa usul itu mengenai pengaturusan jang masuk dalam jang
diterangkan dalam pasal 127, sub

Pasal 132

(1) Apabila Senat menolak usul jang sebelum itwabuditerima oleh Dewan Perwakilan Rakjat,
maka sungguhpun demikian, usul itu dapat djugehlesa oleh Pemerintah, djika Dewan
Perwakilan Rakjat menerimanja dengan tidak menguybdhagi dan dengan sekurangkurangnja
duapertiga dari djumlah suara anggota?2 jang hadir.

(2) Keputusan jang tersebut dalam ajat pertamgalekan dapat diambil oleh Dewan Perwakilan
Rakjat dalam rapat jang dalamnja sekurang-kurarfwgmir duapertiga dari djumlah anggotasidang.
Pasal 133

(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usulang-undang Pemerintah dengan
mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu dikirinmfamiengan memberitahukan hal itu,
kepada:

a. Senat, djika usul itu mengenai pengaturan suaisan sebagai diterangkan dalam pasal
127, suba, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden;

b. Presiden, djika usul itu mengenai pengaturanauieng lain.

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima uanfjdimadjukan kepadanja oleh Senat,
maka usul itu dikirimkannja:

a. djika diubahnja, kepada Senat untuk dirundindkaih djauh;



b. djika tidak diubahnja, kepada Pemerintah untshldkan.

Dalam hal sub a Dewan Perwakilan Rakjat memberkamial itu kepada Presiden, dalam hal
sub b kepada Senat.

Pasal 134

Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undandgang Pemerintah, maka hal itu
diberitahukannja kepada Presiden dan djuga kepawat Sjika usul itu mengenai urusan jang
tersebut dalam pasal 127, sub

Pasal 135

(1) Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskam ak@ngandjurkan usul undang-undang,
mengirimkan usul itu untuk dirundingkan kepada $edjika usul itu mengenai pengaturan
urusan jang tersebut dalam pasal 127,sswengan pemberitahuan serentak kepada Presiden.
(2) Dalam sekalian hal jang lain Dewan Perwakilakj®t mengirimkan usulnja tentang undangundang,
untuk disahkan oleh Pemerintah, kepada Presidesatentak kepada Senat untuk

diketahui.

Pasal 136

(1) Apabila Senat menerima pula usul jang teladridita oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka
usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan haki#pada Presiden, untuk disahkan oleh
Pemerintah dan keputusannja diberitakannja serdefadkda Dewan Perwakilan Rakjat.
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(2) Apabila Senat menolak usul jang sebelum itiabutiterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat,
maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukalrith kepada Presiden, dengan
pemberitaan serentak kepada Dewan Perwakilan Rakjat

(3) Pemerintah dapat menjampaikan sekali lagi jasig telah ditolak oleh Senat, kepada Dewan
Perwakilan Rakjat untuk diulang dirundingkan sesigsgan pasal 132. Apabila Pemerintah
memutuskan untuk berbuat demikian, maka jang giketa dalam ajat pertama pasal 128
berlaku demikian djuga.

Pasal 137

(1) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulamgundingan sesuai dengan pasal 132,
menerima usul undang-undang, maka usul itu dikiainmfa kepada Presiden untuk disahkan
oleh Pemerintah dan keputusannja diberitahukammgntak kepada Senat.

(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulamgundingan menolak usul undangundang
maka hal itu diberitahukannja kepada Presiden dpada Senat.

Pasal 138

(1) Selama suatu usul undang-undang belum diteslefaDewan Perwakilan Rakjat sesuai
dengan ketentuan2 jang lalu dalam bagian ini, dig@a-dsul itu mengenai urusan sebagai
diterangkan dalam pasal 127, sutbelum dirundingkan oleh Senat, maka usul itu dapat
ditarik kembali oleh alat-perlengkapan jang memialjunja.

(2) Pemerintah harus mensahkan usul undang-undaggsjudah diterima, ketjuali djika ia dalam
satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadatji disahkan, menjatakan keberatannja
jang tak dapat dihindarkan.

(3) Pensahan oleh Pemerintah, ataupun keberataeriptah sebagai dimaksud dalam ajat jang
lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjait kepada Senat dengan amanat
Presiden.

Pasal 139

(1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-ojssvaliri menetapkan undang-undang
darurat untuk mengatur hal2 penjelenggaraan-petaban federal jang karena keadaan2

jang mendesak perlu diatur dengan segera.

(2) Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dasakundang-undang federal® ketentuan
ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasad jaerikut.

Pasal 140

(1) Peraturan2 jang termaktub dalam undang-undangat, segera sesudah ditetapkan,
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jangimangkan peraturan itu menurut

jang ditentukan tentang merundingkan usul undartgog Pemerintah.



(2) Djika suatu peraturan jang dimaksud dalamjajaj lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan
ketentuan2 bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakitakjat, maka peraturan itu tidak
berlaku lagi karena hukum.

(3) Djika undang-undang darurat jang menurut @agjlalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur
segala akibat jang timbul dari peraturannja—baikj jdapat dibetulkan maupun jang tidak—
maka undang-undang federal mengadakan tindakag2gntu tentang itu.

(4) Djika peraturan jang termaktub dalam undangamgddarurat itu diubah dan ditetapkan
sebagai undang-undang federal, maka akibat2 pemobghdiatur pula sesuai dengan jang
ditetapkan dalam ajat jang lalu.

Pasal 141

(1) Peraturan2 pendjalankan undang-undang ditetapledn Pemerintah. Namanja jalah
peraturan-Pemerintah.

(2) Peraturan-Pemerintah dapat mengantjamkan hukatas pelanggaran aturan2nja.
Batas2 hukuman jang akan ditetapkan diatur dengdang-undang federal.

Pasal 142

(1) Undang-undang federal dan peraturan-Pemerddpht memerintahkan kepada alat2-
perlengkapan lain dalam Republik Indonesia Serik@tgatur selandjutnja pokok2 jang
tertentu jang diterangkan dalam ketentuan2 undawigruy dan peraturan itu.
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(2) Undang-undang dan peraturan-Pemerintah jargpbgkutan memberikan aturan2 tentang
pengumuman peraturan2 demikian.

Pasal 143

(1) Undang-undang federal mengadakan aturan2 gm@mgeluarkan, mengumumkan dan
mulai berlakunja undang-undang federal dan penaiRemerintah.

(2) Pengumuman, terdjadi dalam bentuk menurut updendang, adalah sjarat tunggal untuk
kekuatan mengikat.

Bagian 3

Pengadilan

Pasal 144

(1) Perkara perdata dan perkara hukuman perdatataenata masuk perkara jang diadili oleh
pengadilan2 jang diadakan atau diakui dengan aésukaasa undang-undang, termasuk
dalamnja hakim daerah Swapradja, hakim adat daimhadama.

(2) Mengangkat dalam djabatan kehakiman jang dmdalengan atau atas kuasa undangundang,
didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaiaakdgedn, dan kelakuan takbertjela

jang ditetapkan dengan undang-undang.

Memperhentikan, memetjat untuk sementara dan matwtji djabatan jang demikian hanja
boleh dalam hal2 jang ditentukan dengan undangamda

Pasal 145

(1) Segala tjiampur-tangan, bagaimanapun djuga,aléB-perlengkapan jang bukan
perlengkapan kehakiman, terlarang, ketjuali djikzirtkan oleh undang-undang.

(2) Asas ini hanja berlaku terhadap pengadilan $adja dan pengadilan adat, sekadar telah
diatur tjara meminta pertimbangan kepada hakim ginmdjuk dengan undang-undang.
Pasal 146

(1) Segala keputusan kehakiman harus berisi alafgadan dalam perkara hukuman harus
menjebut aturan2 undang-undang dan aturan2 hukatjawy didjadikan dasar hukuman itu.
(2) Lain daripada ketjuali2 jang ditetapkan oleldammg-undang, sidang pengadilan terbuka untuk
umum.

Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim bolehjimpang dari aturan ini.

(3) Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pirtiuka.

Pasal 147

(1) Mahkamah Agung Indonesia jalah pengadilan federtinggi.

(2) Pengadilan2 federal jang lain dapat diadakamgde undang-undang federal, dengan
pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Djakartnakibentuk sekurang-kurangnja satu



pengadilan federal jang mengadili dalam tingkatgraa, dan sekurang-kurangnja satu
pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat.ape

Pasal 148

(1) Presiden, Menteri2, Ketua dan anggota? Seredtjdkdan anggota2 Dewan Perwakilan
Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota? Mahkamahmyy Djaksa Agung pada Mahkamah

ini, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota2 Dewan Pengaeasangan, Presiden Bank-Sirkulasi

serta pegawai2, anggota? madjelis2 tinggi dan pdyad? lain jang ditundjuk dengan undangundang
federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertildjgga dimuka Mahkamah Agung,

pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengarhiealip dan pelanggaran-djabatan serta
kedjahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengdang-undang federal dan jang

dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjudtedjiitetapkan lain dengan undang-undang
federal.

(2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapabwé perkara perdata dan perkara hukuman
perdata terhadap golongan2 orang dan badan jaegtiehanja boleh diadili oleh pengadilan
federal jang ditundjuk dengan undang-undang itu.
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(3) Dengan undang-undang federal dapat ditetapabwé perkara perdata jang mengenai
peraturan2 jang diadakan dengan atau atas kuasaghuhdang federal hanja boleh diadili
oleh pengadilan federal.

(4) Dalam hal2 jang ditundjuk dengan undang-undadgral, terhadap keputusan2 jang
diberikan dalam tingkat tertinggi oleh pengadildaif dari pada Mahkamah Agung, kasasi
dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 149

Tataan, kekuasaan dan djalan-pengadilan pengadéde?al ditetapkan dengan undang-undang
federal.

Pasal 150

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggipsesuatan pengadilan2 federal jang lain,
menurut aturan2 ditetapkan dengan undang-undamegaied

Pasal 151

Dengan mengetjualikan jang ditetapkan dalam pat&ldhn dengan tidak mengurangi jang
ditetapkan dalam pasal 50, pengadilan dalam pedexndata dan hukuman perdata dalam
daerah2-bagian dilakukan oleh pengadilan jang é&datau diakui dengan atau atas kuasa
undang-undang daerah-bagian itu.

Pasal 152

Tataan, kekuasaan dan djalan-pengadilan pengaddagaliadakan dengan atau atas kuasa
undang-undang daerah-bagian, ditetapkan dengamgndwiang itu.

Pasal 153

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertintggi gerbuatan2 pengadilan tertinggi
daerah-bagian, menurut aturan2 jang ditetapkanasengdang-undang federal.

(2) Mahkamabh itu melakukan pengawasan tertingggajmenurut aturan2 undang-undang
federal, atas pengadilan2 lain jang diadakan deatmnatas kuasa undang-undang daerahbagian,
tetapi hanja selama tidak diadakan pengawasandgrtiain oleh daerah-bagian itu.

Pasal 154

(1) Keputusan kehakiman jang diambil oleh pengadilang diadakan atau diakui dengan atau
atas kuasa undang-undang daerah-bagian sedangis&pitti dapat didjalankan dalam

seluruh daerah-hukum daerah-bagian itu, dengamggaemikian dapat didjalankan djuga
dilain-lain tempat di Indonesia.

(2) Dengan undang-undang federal dapat ditetapki@2 gang dapat didjalankan diseluruh
Indonesia, dengan tjara jang seboleh-bolehnja sdengan tjara jang ditentukan dalam
hukum-daerah.

Pasal 155

Undang-undang daerah-bagian mengatur kekuasaaaditm® jang diakui dengan atau atas
kuasa undang-undang itu.



Pasal 156

(1) Djika Mahkamah Agung atau pengadilan2 lain jemengadili dalam perkara perdata atau
dalam perkara hukuman perdata, beranggapan balawalstentuan dalam peraturan
ketatanegaraan atau undang2 suatu daerah-bagiawéean dengan Konstitusi ini, maka
dalam keputusan kehakiman itu djuga, ketentuadiitiatakan dengan tegas tak-menurut-
Konstitusi.

(2) Mahkamah Agung berkuasa djuga menjatakan deteg@as bahwa suatu ketentuan dalam
peraturan ketatanegaraan atau dalam undang-undanghdbagian tak-menurut-Konstitusi,
djika ada surat permohonan jang beralasan jangdjlikan, untuk Pemerintah Republik
Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Djaksa Agadg Mahkamah Agung, ataupun, untuk
suatu pemerintah daerah-bagian jang lain, oleha&sdjan pada pengadilan tertinggi daerahbagian
jang dimaksud kemudian.
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Pasal 157

(1) Sebelum pernjataan tak-menurut-Konstitusi tegsuatu ketentuan dalam peraturan
ketatanegaraan atau undang-undang suatu daeranhaguk pertama kali diutjapkan atau
disahkan, maka Mahkamah Agung memanggil Djaksa §gada Madjelis itu, atau kepala
Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bdmesangkutan, untuk didengarkan dalam
madjelis-pertimbangan.

(2) Keputusan Mahkamah Agung jang dalamnja perajatak-menurut-Konstitusi untuk
pertama kali diutjapkan atau disahkan, diutjapkaghapsidang pengadilan umum.

Pernjataan itu selekas mungkin diumumkan oleh Rj#gung pada Mahkamah Agung
dalam warta resmi Republik Indonesia Serikat.

Pasal 158

(1) Djika dalam perkara perdata atau dalam perkakaman perdata, pengadilan lain dari pada
Mahkamah Agung menjatakan suatu ketentuan dalaatysen ketatanegaraan atau undangundang
daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, dan Mahkafgng karena sesuatu sebab
memeriksa perkara itu, maka karena djabatannjempertimbangkan dalam keputusannja
apakah pernjataan tak-menurut-Konstitusi itu diketupada tempatnja.

(2) Terhadap pernjataan tak-menurut-Konstitusi gabdimaksud dalam ajat jang lalu, pihak2
jang dikenai kerugian oleh pernjataan itu dan jések mempunjai alat-hukum terhadapnja,
dapat memadjukan tuntutan untuk kasasi karena ggdaan hukum kepada Mahkamah
Agung.

(3) Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dan djugalkef@adjaksaan pada pengadilan
tertinggi daerah-bagian itu, dapat karena djabgamemadjukan tuntutan kepada
Mahkamah Agung untuk kasasi karena pelanggarannhiéthadap pernjataan tak-menurut-
Konstitusi jang tak terubah lagi sebagai dimaksaldm ajat (1).

(4) Pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentang skatantuan dalam peraturan ketatanegaraan
suatu daerah-bagian oleh pengadilan lain dari ptatekamah Agung, djika tidak dengan
tegas berdasarkan pernjataan tak-menurut-Konsjéngisudah dilakukan oleh Mahkamah
Agung terhadap ketentuan itu dan jang telah diunammkenurut pasal 157, haruslah
disahkan oleh Mahkamah Agung, sebelum keputusaskk®@hn jang berdasar atasnja dapat
didjalankan.

Permohonan untuk pensahan dirundingkan dalam nigggitimbangan. Permohonan itu
ditiadakan djika pernjataan tak-menurut-Konstiittsdihapuskan sebelum perundingan itu
selesai.

Djika Mahkamah Agung menolak permohonan pensaliamiaka Mahkamah
menghapuskan keputusan kehakiman jang memuat teamjtak-menurut-Konstitusi

sekadar itu dan Mahkamabh itupun bertindak selangdjisteakan-akan salah suatu pihak telah
memadjukan tuntutan untuk kasasi karena pelangdparem.

(5) Tentang jang ditentukan dalam pasal ini darukguhsal jang lalu, dengan undang-undang
federal dapat ditetapkan aturan2 lebih landjumésuk tenggang?2.

Pasal 159



Pengadilan perkara hukuman ketenteraan diatur damydang-undang federal.

Pasal 160

(1) Presiden mempunjai hak memberi ampun dari haka2njang didjatuhkan oleh keputusan
kehakiman.

Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dahkgmah Agung, sekadar dengan
undang-undang federal tidak ditundjuk pengadilawg jain untuk memberi nasehat.

(2) Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputukaimakiman itu tidak dapat didjalankan,
melainkan sesudah Presiden, menurut aturan?2 jaetgplkan dengan undang-undang federal,
diberikan kesempatan untuk memberi ampun.

(3) Amnesti hanja dapat diberikan dengan undanggdederal ataupun, atas kuasa undangundang
federal, oleh Presiden sesudah meminta nasehdtldakamah Agung.

Pasal 161

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukuudala diserahkan kepada pengadilan jang
mengadili perkara perdata ataupun kepada alat2qmkapan lain, tetapi djika demikian sebolehbolehnj
dengan djaminan jang serupa tentang keadilan daenlaean.
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Pasal 162

Dengan undang-undang federal dapat diatur tjarauneskan sengketa jang mengenai hukum
tata-usaha dan jang bersangkutan dengan perataramn@iadakan dengan atau atas kuasa
Konstitusi ini atau jang diadakan dengan undangangdederal, sedang peraturan? itu tidak
langsung mengenai semata-mata alat2-perlengkapepetighuni satu daerah-bagian sadja,
termasuk badan2-hukum publik jang dibentuk atakulidengan atau atas kuasa suatu undangundang
daerah-bagian itu.

Pasal 163

(1) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-undamgika dimaksud dengan itu baik undangundang
federal maupun undang-undang daerah-bagian, kedjua ditetapkan jang

sebaliknja.

(2) Dimana dalam bagian ini disebut "undang-unddagrah-bagian” maka dimaksud dengan itu
peraturan2 jang ditetapkan oleh alat2 pengundadgnmdaerah-bagian jang tertinggi.

(3) Dimana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagiatisebut "keputusan kehakiman", maka
dengan itu dimaksud pula penetapan2 kehakiman.

Bagian 4

Keuangan

Babakan 1

Hak uang

Pasal 164

(1) Diseluruh daerah Republik Indonesia Serikajddrakui sah, alat2-pembajar jang aturan2
pengeluarannja ditetapkan dengan undang-undangafede

(2) Satuan-hitung untuk menjatakan alat2-pembajaiits ditetapkan dengan undang-undang
federal.

(3) Undang-undang federal mengakui sah alat2-peanbajk hingga djumlah jang tak terbatas
maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukankuittiu

(4) Pengeluaran alat2-pembajar jang sah dilakuletmatau atas nama Pemerintah Republik
Indonesia Serikat ataupun oleh bank-sirkulasi.

Pasal 165

(1) Untuk Indonesia adsatubank-sirkulasi.

(2) Penundjukan sebagai bank-sirkulasi dan pengatataan dan kekuasaannja dilakukan
dengan undang-undang federal.

Babakan 2

Pengurusan Keuangan Federal Anggaran—Pertangguagrlpan—Gadii

Pasal 166

(1) Pemerintah memegang pengurusan umum keuanderafe

(2) Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin daanggung-djawabkan menurut aturan2



jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 167

Dengan undang-undang federal ditetapkan anggananaspengeluaran Republik Indonesia
Serikat dan ditundjuk pendapatan2 untuk menutugelearan itu.

Pasal 168

(1) Usul undang-undang penetapkan anggaran umunPamerintah dimadjukan kepada
Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masaljariggnaan dengan anggaran itu.
Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.

(2) Usul undang-undang pengubah anggaran umun?, ki@lpdjika perlu dimadjukan
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ajgtlgu dirundingkan pula oleh Senat atas
dasar ketentuan2 Bagian Il Bab ini.
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Pasal 169

(1) Anggaran terdiri dari bagian2 jang masing2 asigk perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu
untuk mengatur pengeluaran2 dan satu lagi untukunmdok pendapatan?2.

Bab2 terbagi dalam pos2.

(2) Untuk tiap2 departemen kementerian anggaraiiiseikitnja memuat satu bagian.

(3) Undang-undang penetapkan anggaran masing2 riéidelalebih dari satu bagian.

(4) Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan

Pasal 170

Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesiagéelitanggung-djawabkan kepada Dewan
Perwakilan Rakjat, sambil memadjukan perhitungag gisahkan oleh Dewan Pengawas
Keuangan, menurut aturan2 jang diberikan dengaangxdndang federal.

Pasal 171

Tidak diperkenankan memungut padjak untuk kegukaarfederal, ketjuali dengan kuasa
undang-undang federal.

Pasal 172

(1) Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indagesikat tidak dapat diadakan, didjamin
atau disahkan, ketjuali dengan kuasa undang-urigaegal.

(2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan atjaagzakan ditetapkan dengan undangundang
federal, mengeluarkan biljet2 dan promes2-perbeardaim.

Pasal 173

(1) Dengan tidak mengurangi jang diatur denganntet;?2 chusus, gadiji2 dan lain2 pendapatan
anggota madjelis2 dan pegawai2 Republik Indonesiik& ditentukan oleh Pemerintah,
dengan mengindahkan aturan2 jang akan ditetapkagadeundang-undang federal dan
menurut asas, bahwa dari djabatan tidak boleh dgekeuntungan lain dari pada jang
dengan tegas diperkenankan.

(2) Undang-undang dapat memperkenankan pemindaiamgaan jang diterangkan dalam ajat
(1) kepada alat2-perlengkapan lain jang berkuasa.

(3) Pemberian pensiun kepada pegawai2 Republiknegla Serikat diatur dengan undangundang
federal.

Bagian 5

Perhubungan Luar-Negeri

Pasal 174

Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luarkneg

Pasal 175

(1) Presiden mengadakan dan mensahkan segalanmfialje(traktat) dan persetudjuan lain
dengan negara? lain.

Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undéadgral, perdjandjian atau persetudjuan
lain tidak disahkan, melainkan djika sudah disetudgngan undang-undang.

(2) Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dasepgdjuan lain, hanja dilakukan oleh
Presiden dengan kuasa undang-undang federal.



Pasal 176

Berdasarkan perdjandjian dan persetudjuan janghetslalam pasal 175, Pemerintah
memasukkan Republik Indonesia Serikat kedalam @sgsi2 antarnegara.

Pasal 177

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan2 aemggra? lain dengan djalan damai dan
dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta atatgntang menerima pengadilan atau
pewasitan antarnegara.
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Pasal 178

Presiden mengangkat wakil2 Republik Indonesia Seplda negara2 lain dan menerima wakil
negara2 lain pada Republik Indonesia Serikat.

Bagian 6

Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

Pasal 179

Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentdndarakewadjiban warga-negara jang
sanggup membantu mempertahankan kemerdekaan Reputdhesia Serikat dan membela
daerahnja.

la mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjitaddan menentukan ketjualinja.

Pasal 180

(1) Tentera Republik Indonesia Serikat bertugasndehgi kepentingan2 Republik Indonesia
Serikat.

Tentera itu dibentuk dari mereka jang sukarela mésntera dan mereka jang wadjib masuk
tentera.

(2) Undang-undang federal mengatur masuk tentagadavadijibkan.

Pasal 181

(1) Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.

(2) Undang-undang federal mengatur pembentukaonamsdan tataan, tugas dan kekuasaan
alat-perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelangian kebidjaksanaan pertahanan pada
umumnja, mengorganisasi dan membagi tugas tensereddlam waktu perang, memimpin
perang.

Pasal 182

(1) Presiden jalah Panglima Tertinggi tentera Rékuibdonesia Serikat.

(2) Pemerintah, djika perlu, menaruh tentera ditbesenrang panglima umum. Menteri
Pertahanan dapat ditundjuk merangkap djabatan itu.

(3) Opsir2 diangkat, dinaikkan pangkat dan dipetikan oleh atau atas nama Presiden, menurut
aturan2 jang ditetapkan dengan undang-undang federa

Pasal 183

(1) Pemerintah tidak menjatakan perang, melainki&a tal itu diizinkan lebih dahulu oleh
Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.

(2) Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat memutuskagipi@an itu dalam rapat bersama,
seakan-akan mereka satu badan, diketuai oleh Ketuen Perwakilan Rakjat.

Pasal 184

(1) Dengan tjara dan dalam hal2 jang akan ditemtalengan undang-undang federal,
Pemerintah dapat menjatakan daerah Republik IngoBesikat atau bagian2 dari padanja
dalam keadaan perang atau dalam keadaan daruaagpsekadar dan selama ia
menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keameakam negeri dan keamanan terhadap
luar negeri.

(2) Undang-undang federal mengatur akibat2 perajatiemikian itu dan dapat pula
menetapkan, bahwa kekuasaan2 alat2-perlengkapaa kiml jang berdasarkan Konstitusi
tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja athagian beralih kepada alat2-
perlengkapan sipil jang lain ataupun kepada kuatenkeraan, dan bahwa penguasaz2 sipil
takluk kepada penguasa? ketenteraan.

Pasal 185



(1) Daerah2-bagian tidak mempunjai tentera sendiri.

(2) Untuk mendjamin ketertiban, ketenteraman da@an umum, maka atas permintaan
pemerintah daerah-bagian Pemerintah Republik Irglargerikat dapat memberi bantuan
ketenteraan kepada daerah-bagian itu.

Undang-undang federal menetapkan aturan2 tentdniy ha
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BAB V

KONSTITUANTE

Pasal 186

Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), bersaamasdengan Pemerintah selekas-lekasnja
menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikag jakan menggantikan Konstitusi sementara
ini.

Pasal 187

(1) Rantjangan Konstitusi dibuat oleh Pemerintaml diengan amanat Presiden disampaikan
kepada Konstituante untuk dimusjawaratkan, dermargjdtu berapat.

(2) Pemerintah mendjaga, supaja rantjangan Kossbrdasarkan pembangunan Republik
Indonesia Serikat dari negara2 sesuai dengan kakeaHjat, sebagai jang akan dinjatakan
dengan tjara demokrasi menurut jang ditetapkamudpksal 43 sampai dengan 46.

(3) Berkenaan dengan mendjalankan jang ditetap&tmdpasal? jang tersebut dalam ajat jang
lalu, undang-undang federal akan mengadakan tim®ajeeng perlu, sehingga pernjataan

suara rakjat jang diperlukan, diperoleh dalam &#tiun sesudah Konstitusi ini mulai berlaku.
Pasal 188

(1) Konstituante dibentuk dengan djalan memperb@saran Perwakilan Rakjat jang dipilih
menurut pasal 111 dan Senat baru jang ditundjulunas¢pasal 97, dengan anggota2 luar
biasa sebanjak djumlah anggota biasa madjelisasing2.

Anggota?2 luar biasa itu dipilih ataupun ditundjuwadiangkat dengan tjara jang sama
sebagai anggota biasa.

Ketentuan2 jang berlaku bagi anggota2 biasa bepalaibagi mereka itu.

Pemerintah mengadakan persediaan, sekadar pedgarmderupakat dengan daerah2-bagian,
untuk mendjamin supaja anggota2 luar biasa Dewandkdan Rakjat dan Senat dipilih,
diangkat ataupun ditundjuk pada waktunja.

(2) Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dantSes@duanja dengan djumlah anggota dua
kali lipat, itulah Konstituante.

(3) Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jalah Ketua Kibnahte, Ketua Senat jalah Wakil Ketua.
(4) Jang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94, ajatdB (4), 95 dan 105, berlaku demikian djuga
bagi Konstituante.

(5) Rapat2 Konstituante terbuka bagi umum, ketjdigtia dianggap perlu oleh Ketua menutup
pintu ataupun djika sekurang-kurangnja dua puleialanggota menuntut hal itu.

Pasal 189

(1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mebgdmputusan tentang rantjangan
Konstituante baru, djika pada rapatnja tidak hadikurang-kurangnja dua-pertiga dari

djumlah anggota-sidang.

(2) Konstituante berhak mengadakan perubahan2 dalatjangan Konstitusi.

Konstitusi baru berlaku, djika rantjangannja tedierima dengan sekurang-kurangnja duapertiga
dari djumlah suara anggota jang hadir dan kemudisahkan oleh Pemerintah.

(3) Apabila Konstituante sudah menerima rantjari§@anstitusi, maka dikirimkannja rantjangan
itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.

Pemerintah harus mensahkan rantjangan itu dengenase

Pemerintah mengumumkan Konstitusi itu dengan kearhu

(4) Kepada tiap2 negara-bagian akan diberikan kpatan menerima Konstitusi.

Dalam hal suatu negara-bagian tidak menerima Kioissitu, maka negara itu berhak
bermusjawarat tentang suatu perhubungan chususudé&epublik Indonesia Serikat dan
Keradjaan Nederland.
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BAB VI

PERUBAHAN, KETENTUAN2 PERALIHAN

DAN KETENTUAN2 PENUTUP

Bagian 1

Perubahan

Pasal 190

(1) Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalasap51, ajat kedua, maka Konstitusi ini
hanja dapat diubah dengan undang-undang federahdajimpang dari ketentuan2nja hanja
diperkenankan atas kuasa undang-undang federklDieavan Perwakilan Rakjat maupun
Senat tidak boleh bermupakat ataupun mengambiltspn tentang usul untuk itu, djika

tidak sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlaggata-sidang menghadiri rapat.

(2) Undang-undang sebagai dimaksud dalam ajatrpertdirundingkan pula oleh Senat menurut
ketentuan2 Bagian 2 Bab IV.

(3) Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusiteu menjimpang dari ketentuan2nja
hanja dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakgi@un oleh Senat dengan sekurangkurangnja
dua-pertiga djumlah suara anggota jang hadir.

Djika usul itu dirundingkan lagi menurut jang dé¢pkan dalam pasal 132, maka Dewan
Perwakilan Rakjat hanja dapat menerimanja dendeuraeg-kurangnja tiga-perempat dari
djumlah suara anggota jang hadir.

Pasal 191

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan2 umum tentaggeluarkan dan mengumumkan
undang-undang federal, maka perubahan2 dalam Kasisfiumumkan oleh Pemerintah
dengan keluhuran, menurut tjara jang akan dite mijea

(2) Naskah Konstitusi jang diubah itu diumumkanadielagi oleh Pemerintah setelah, sekadar
perlu, bab2nja, bagian2 tiap2 bab dan pasal2ngridiomor berturut dan penundjukan2nja
diubah.

(3) Alat2-perlengkapan berkuasa jang sudah ad@e@iuran2 serta keputusan2 jang berlaku
pada saat suatu perubahan dalam Konstitusi muliaikoe dilandjutkan sampai diganti

dengan jang lain menurut Konstitusi, ketjuali djikelandjutkannja itu berlawanan dengan
ketentuan2 baru dalam Konstitusi jang tidak menkaruperaturan undang2 atau tindakan2
pendjalankan jang lebih lanjut.

Bagian 2

Ketentuan2 Peralihan

Pasal 192

(1) Peraturan2 undang-undang dan ketentuan2 tateyang sudah ada pada saat Konstitusi ini
mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak beruledlagai peraturan2 dan ketentuan2
Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dandakperaturan2 dan ketentuan2 itu tidak
ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang2 dagntean?2 tata-usaha atas kuasa Konstitusi
ini.

(2) Pelandjutan peraturan2 undang-undang dan ketePttata-usaha jang sudah ada sebagai
diterangkan dalam ajat (1) hanja berlaku, sekadeatpran2 dan ketentuan2 itu tidak
bertentangan dengan ketentuan2 Piagam Pemulihaaukédn, Statut Uni, Persetudjuan
Peralihan ataupun persetudjuan2 jang lain jangubeningan dengan pemulihan kedaulatan
dan sekadar peraturan2 dan ketentuan? itu tiddavenan dengan ketentuan2 Konstitusi ini
jang tidak memerlukan peraturan undang-undangtatdakan2 pendjalankan.
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Pasal 193
(1) Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentugog@stitusi ini, maka undang-undang federal



menentukan alat2-perlengkapan Republik Indonegik&igang mana akan mendjalankan
tugas dan kekuasaan alat-perlengkapan jang menkifaidugas dan kekuasaan itu sebelum
pemulihan kedaulatan, jakni atas dasar perundadgagan jang masih tetap berlaku karena
pasal 1.

(2) Pemerintah dengan segera menundjuk seorand dvdegeri Belanda jang—sambil
menunggu peraturan2 jang akan diadakan nanti-manign atas namanja segala
kekuasaan-pengurus jang, sebelum pemulihan kedayRitjalankan untuk Pemerintah
Indonesia dulu oleh alat2-perlengkapan Belandaedje¥i Belanda.

Pasal 194

Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengangrundang jang tersebut dalam ajat
() pasal 5, maka jang sudah warga-negara Repliuldnesia Serikat, jalah mereka jang
mempunjai kewarganegaraan itu menurut persetuggumgnmengenai penentuan
kewarganegaraan jang dilampirkan pada Piagam PeanuKedaulatan.

Pasal 195

Apabila sesuatu pokok jang pada saat Konstitusninai berlaku, masuk dalam jang diterangkan
dalam lampiran Konstitusi ini, diselenggarakan cdahtu daerah-bagian, maka daerah-bagian itu
berkuasa melandjutkan menjelenggarakan pokok itgdai Republik Indonesia Serikat
mengambil tugas penjelenggaraan itu.

Djika demikian, maka daerah-bagian dalam melandjutkenjelenggaraan itu untuk sementara,
akan bertindak sesuai dengan pendapat lebih taigtil-perlengkapan federal jang bersangkutan.
Bagian 3

Ketentuan2 Penutup

Pasal 196

Segera sesudah Konstitusi ini mulai berlaku, Perta@timewadijibkan satu atau beberapa panitia
jang diangkatnja, untuk mendjalankan tugas, sefem@mgan petundjuk2nja, bekerdja
mengichtiarkan, supaja aturan2 jang diperlukan Bletstitusi ini diadakan, serta supaja pada
umumnja sekalian perundang-undangan jang sudapaatiasaat tersebut disesuaikan kepada
Konstitusi.

Pasal 197

(1) Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemutitkadaulatan.

Naskahnya diumumkan pada hari itu dengan keluhmemurut tjara jang akan ditentukan

oleh Pemerintah.

(2) Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersdddamm ajat (1), sudah dilakukan tindakan2
untuk membentuk alat2-perlengkapan Republik Indan®srikat dan untuk menjiapkan
penerimaan kedaulatan, sekaliannja atas dasartlatenhKonstitusi ini, maka ketentuan2 itu
berlaku surut sampai pada hari tindakan2 bersaagkditakukan.

Lampiran. Pokok2 Penjelenggaraan-Pemerintahanddmedpankan kepada Republik

Indonesia Serikat menurut Pasal 51 Konstitusi.

a. Pengaturan kewarganegaraan dan kependudukabliRdpdonesia Serikat;

b. Imigrasi dan emigrasi, dengan pengertian, balmdang-undang federal akan memuat,
bahwa tentang banjaknja imigrasi jang diizinkahaelap suatu daerah-bagian harus ada
persesuaian dengan daerah bersangkutan;

c¢. Pengaturan umum urusan kolonisasi dan transsijdeetjuali djika kolonisasi dan
transmigrasi itu terjadi didalam daerah suatu debegjian dan dengan pengertian, bahwa
dalam hal transmigrasi dari suatu daerah-bagiaadwm@th-bagian lain, tentu harus ada
persesuaian antara daerah-bagian bersangkutangdrgajaknja transmigrasi jang akan
dilakukan;

d. Hak memberi ampun (grasi), amnesti dan abolisi;

e. Pengaturan hak pengarang, milik industri, ddnpleembiak (kwekersrecht);

f. Pengaturan asas2-pokok hukum sipil antarnegamehdkum antargolongan;
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g. Pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, selteddiu masuk bilangan untuk diatur
dari pusat, baik karena kepentingan sosial umumkseeena alasan2 ekonomi, maupun



karena artinja jang chusus untuk bagian2 penduahudk penting jang sebagai demikian
tidak masuk kewargaan sesuatu daerah-bagian;

h. Pengaturan asas2-pokok hukum-pidana;

i. Pengaturan asas2-pokok hukum atjara perdataasetkrdalamnja hukum bukti—dan
hukum atjara pidana;

j- Pengaturan susunan kehakiman federal,

k. Pugas dan kekuasaan pendaftaran tanah;

I. Pengembalian perhubungan-hukum ekonomi;

m. Ganti-rugi kerugian perang;

n. Mengatur dan mendjalankan tugas polisi bersamagkiengan pokok2 penjelenggaraanpemerintahan
federal;

Pendidikan pegawai atasan polisi;

Mengadakan persediaan2 untuk memadjukan ketjakegaik dan daja-guna kepolisian
Republik Indonesia Serikat;

Mengadakan tindakan2 untuk memadjukan kerdjasanggt@pat, dimana perlu, dalam
pekerdjaan pelbagai alat-perlengkapan polisi;

0. Hal mata-uang, hal uang dan hal bank, dan dyeggaturan devisen;

p. Pengaturan padjak perseroan;

g. Pengaturan padjak kekajaan;

r. Pengaturan padjak pendapatan untuk hal2 istinj@meaditentukan undang-undang
federal,

s. Pengaturan impor dari dan ekspor keluar negemasuk bea-masuk dan bea-keluar dan
djuga penentuan daerah-bea;

t. Pengaturan bea meterai;

u. Pengaturan tjukai, sekadar penting bagi Repuidiknesia Serikat seluruhnja;

v. Monopoli2 pemerintah;

w. Hubungan? luar negeri, hak2 dan kewadjibanZatiah pemerintah2 luar-negeri, dan
djuga pada umumnja segala pokok jang mempunjairfgdiurapat dengan perhubungan
dengan luar-negeri, (sedang dalam perhubungarepulitik Indonesia Serikat harus
seluruhnja bertindak);

x. Pertahanan negeri, termasuk hal mengatur hukdama dan hukum patuh-taat
ketentaraan, madi dan zahiri, dan susunan kehaljengrbersangkutan dengan itu, dan
djuga mengatur dan mengumumkan keadaan perangeddadn darurat perang;

y. Institut dan organisasi ilmu-pengetahuan jangting bagi Republik Indonesia Serikat
seluruhnja;

z. Pemeliharaan monumen dan perlindungan alamgenting bagi Republik Indonesia
Serikat seluruhnja;

A. Pengumpulan bahan2 statistik dan dokumen jangrmebagi Republik Indonesia
seluruhnja;

B. Pengaturan dan tindakan2 sosial jang pentingfRagublik Indonesia Serikat seluruhnja;
C. Memberikan pedoman?2 tentang kedudukan-hukumgeepsian pemerintah, supaja
sedapat-dapatnja didjamin kesesuaian dalam pen&tjmag bersangkutan;

D. Pengaturan pengadjaran tinggi dan djalan peagadjpkademi jang berhubungan dengan
itu, termasuk pedoman2 tentang pendidikan2 janglmeirhak untuk masuk udjian2
akademi, dan akibat sipil idjazah pengadjaran fingg

E. Pedoman?2 tentang penerangan dan penjiaran sadtiadar penting bagi Republik
Indonesia Serikat seluruhnja;

F. Aturan2 umum tentang pengawasan atas impor jdga tentang pengudjian pilem2;

G. Pedoman2 umum tentang politik agraria, sekaeatimg bagi Republik Indonesia Serikat
seluruhnja;

H. Menolak penjakit menular;

I. Perniagaan, keradjinan, pertanian, penternakaikgnan dan urusan2 ekonomi jang lain
diantaranja termasuk penjediaan makanan, sekadtngéagi Republik Indonesia
Serikat seluruhnja;
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J. Perhubungan lalu-lintas, sekadar lebih pentingmieda bagi satu daerah-bagian sadja,
dan djuga pemanduan dan penerangan pantai;

K. Penerbangan dan metereologi;

L. Topografi dan hidrografi;

M. Pengawasan dilaut;

N. Pemeliharaan pelabuhan2 dan sungai2, sekadangéagi peladjaran antarnegara;

O. Urusan pos, telgram dan telpon, sekadar Repuididnesia Serikat jang menjediakan
kebutuhan2nja;

P. Pengaturan pertambangan;

Q. Perundang-undangan umum tentang tenaga airstek, ldan djuga pembangunan dan
eksplotasi perusahaan2 tenaga air jang ditentuledmnfederasi;

R. Hal tera.
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PIAGAM-PERSETUDJUAN

antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi€teuan Untuk Permusjawaratan Federal
(Bijeenkomst Federaal Overleg) tentang rentjana.

Kontitusi Republik Indonesia Serikat.

Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan buldat@k tahun seribu sembilan-ratus empatpuluh
sembilan kami Delegasi Republik Indonesia dan CedeBertemuan Untuk

Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal &yejdng melangsungkan persidangan kami
di Scheveningen.

Setelah mempertimbangkan dan menjetudjui pikireetateknegaraan jang disusun oleh kedua
Panitia Ketatanegaraan kami dalam beberapa pegsiddrersama di Scheveningen dan ‘s
Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai aclain l@iktober tahun 1949;

Dengan mendjundjung tinggi segala putusan kebujatapdiambil dalam Konperensi Inter-
Indonesia dalam sidangnja dikota Jogjakarta dakddfa dalam bulan Djuli dan Agustus 1949;
Setelah mempeladjari dan mempertimbangkan renanatitusi Republik Indonesia Serikat itu,
maka kami

Menjatakan

bahwa kami menjetudjui naskah Undang-Undang DasaliRan bernama Konstitusi Republik
Indonesia Serikat jang dilampirkan pada Piagame®edguan ini.

Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan #mkkedua Delegasi dengan bersaksikan
Tuhan Jang Maha-Esa terhadap sikap-sutji dan kgsiwag-keinginan Bangsa dan Tanah Air
Indonesia Serikat membubuhkan tanda-tangan parappgada Piagam-Persetudjuan ini:

a. Untuk Republik Indonesia,

Pemimpin Delegasi Republik Indonesia

(Drs. Moh. Hatta)

b. Untuk Daerah2-Bagian jang bekerdja-sama dalamuybpeingan B.F.O.

Utusan Kalimantan BargiSultan Hamid Il) Ketua B.F.O.

Utusan Indonesia Timytde Anak Agoeng Gde Agoeng) Wakil Ketua B.F.O .tasa

Utusan MadurgDr. Soeparmo) Wakil Ketua B.F.O. kedua

Utusan Bandja(A.A. Rivai)

Utusan BangkgSaleh Achmad)

Utusan BelitundK.A. Moh. Joesoef)

Utusan Dajak BesafMochran Bin Hadji Moh. Ali)

Utusan Djawa TengalDr. r. Sudjito)

Utusan Djawa Timu(R. Tg. Djuwito)

Utusan Kalimantan Tenggai@1. Jamani)

Utusan Kalimantan TimufAdji Pangeran Sosronegoro)



Utusan Pasunda(Mr. R. Tg. Djumhana Wiriaatmadija)
Utusan RiauRadja Mohammad)

Utusan Sumatera SelatdAbdul Malik)

Utusan Sumatera Tim{Radja Kaliamsjah Sinaga)



